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Abstract

The presence of the children who waork m ploces that qre categurized
an the warst forms of chifd appropriote for 1982 (L0 Comantion
still e i serisus prablem and geite sigadficant in this country Child
labar becomes @ problematic because in pructice the presence of the
childram thers almost resembles the proctice of skovery, explelation of
chifdren threughoue the day, so procifcally deprive o child of all thelr
humun rights in accordance with the Gonvention an the Rights of the
Child as wellasall lavs and regulations apphicaklein the country Bhis
Millions of Indonesion chitdren are now hedng forced or compelied tose
childhood and play them: Ecomomic reasons, must of them forced into
wnderage workers are fogded with risk Milllons of Indonesian cildren
are now stuck n @ situatfon of neglect, the threat of discrimimation,
explaitatinn, and violeice, '
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A. Pendahuluan

Keberadaan anak-anak yang bekerja di tempattempat yvang
dikategorikan sebagal bentuk-bentuk terburuk bagi anak sesuai Konvensi
|LO 1982 masih menjadi sebuah persoalan yang serins dan cukup signifilan
di negeri ini. Buruh anak menjadi sebuah problematika karena dalam
praktiknys keberadaan anak-anak vang dipekerjakan hampir menyerupai
praktik perbudakan, ekesploitasi terhadap anak sepanjang hari, sehingga
praktis merenggut anak darl segala hak-hak asasinya sesual dengan
Konvensi Hak Anak maupun segala peraturan perundang-undangan
vang berlaku di negeri Int. Jutaan anak Indonesia Kinl dipakea dtau pan

L Dhxeen Totap Alvwal Syakhshmh bersertilikar Syariab 5TA1 Darussatam Lamnpung
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terpaksa kehilangan masa kecil dan masa bermain mereka. Dengan alasan
ekonoml, sebagian besar dari mereka terpaksa menjadi buruh di bawah
umur yang sarat akan resiko. Jutaan anak Indonesia kini terjebak datam
situasi penelantaran, ancaman diskriminasi, eksplioitasi, dan kekerasan,

Badan PBB yang menangani tenaga kerla, Imtérnational Lobour
Organization [ILO]), lewst Direktur Ekselutif 1L0 untuk Standar dan
Prinsip-Prinsip Serta Hak-Hal Mendasar di Tempat Kerja. Pemerintah pun
harus menggunakan Undang-Undang Pedindungan Anak untuk menindak
sejumliah perusahaan atau individu yang mempekeriakan anak Apalagi
Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO No.
18Z Tentang Buruh Anak Indonesia sudah selayaknya memberikan
perhatlan terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang
Drasar 1945 Pasal 28 B avat{2Y memyatakan bahwa "Setiapanak berhakatas
kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perfindu ngan
dari kekerasan dan disloriminasi®?

Data yang diungkap mering munculnya burub anak sebagai akibat
faktor ekonomi leluarga (kemiskinan). Padahal faktor ekonomi keluarga
merupakan sebagian kecil darl alasin muenculnya burnh anak, Faktor
budaya, permintaan pasar, relokasi indestrl merupaksn faktor lain dar
adanya buruh anak. Namun dari fakror-faktor vang disebutkan di atas
yang paling menonjol adalah faktor permintaan (demand) dan relokasi
industri. Untuk faktor permintaan ini merupakan faktor yang spesifik
Inl karena karakteristik yang dimiliki oleh burul anak Para buruh anak
dibutuhkan, disenangl dan dengan sendirinya banvak dicari oleh para
majikan atau pemberi kerja. Di sekctor formal atau industr, pada umumnya
buruhanak disukai karens mereka mudah diater, tidak banyak menuntut
dan bersedia dibayar murah dibandingkan dengan buruh dewasa. Bahkan
pada pekerjaan-pekerjaan tertentu loualitas pekerjaan burch anak itu
tebih balk jika dibandinglkan dengan buruh dewasa.

Alasan mempekerjakan anak ini dikarenakan buruh anak dapat digaji
murah, mudah diatur, tidak banyak menuntut, produktivitas tinggi dan
dalam beberapa sektor tertentu kualitas pekerjaan buruh snak lebih
baik dibaudin,gi:an buruh dewasa. Namun demikian, reslitas yang ada
menunjukian belum ada suato studi komprebensif vang mengungkaphan
situasi yang sebenarnya dari buruh anak tersebur.

* Lihat posal 28 B avat (2] Undang-Unding Dasar 1945
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Pemerintah maupun masyarakat terkesan belum menganggap
persoalan buruh anak sebagal suatu masalah serius. Sikap terhadap
eksistens| buruh analk juga belum ditegaskan. Masih menjadi perdebatan,
apakah buruh anak dilarang stau dilegalkan, dibiarkan atau dilindungi.
Ketidakjelasan inl berpengarub terhadap ketidakjelasan langkah atau
tindakan vang diambil. Akibatnya, burohanak berada dalam kondisi rentan,
pejalanya masih jelas terlihat Penelusuran lebih fauh maka sebenarnva
kondisi buruh anak bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia Dart segi
budays, beberapa kelompok suku bangsa tertentu, misalnya Jawa, telab
mengirim anak mereka pada usia dini bekerja pada sanal saudara, untuk
belajar bertangpungiawab sepertl orang dewasa, Meskipun demikian,
banyak anak bekerfa karena alasan ekonomi, bubkan alasan budaya.

Isu utama persoalan buruh anak imi adalabh bul@n terletak pada
pekerfaan itu sendiri tapl lebih pada pengarul negatif dari bekerja yang
lebih din terhadap perkembangan mental soslal, emosional dan fisik
anak. Anak usia 7-15 tahun boleh saja fkut dalam kegiatan ekonomi, jika
dia memang membutuhkan pekerjaan, dan rugas yang diberikan masih
datam batas kemampuan mental dan fisiknya. Oleh larena itu, sekalah
merupakan satah satu lingkungan paling penting terhadap perkembangan
awal anak, malka partisipasi anak dalam anghkatan kerja sedapat mungkin
dilakukan dengan tetap mempertahankan mereka di sekolah. Dengan
demikian perkembangan mental, sosial dan emosional mereka dilaraphan
tetap berlangsung secara normial.

B. Tinjauan Anak Terhadap Hak-Haknya

Adapun pengertian anak sendiri menurut undang-ondang adalah:

1. Pasal 1 ayar (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang
Hesejahteraan Anak:

“Anak adalah seseorang yang bidum mencapal umur 21 (dua pulub
gatu ) tahun dan belom pernah leoyin®™

2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak:

1 pyes] 1 apar{2) Undang-Undang No: & Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
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‘Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas
tatian] tahun, termasuk anak yang masih dalan kandungan®*

1. Hak Anak

Pandangan  masyarakat mengenal apa vang periu bagl anak,
miembentule konsep mengenal hak anale Misalaya, jika dianggap bahwa
anak memeriukan pendidikan, maka pandangan ini membentul kansep
mengenal hak anak atas pendidikan. Begitu pula jila dipandang bahwa
anak perlu dilindungi dar penghisapan {eksploitasi) ekonomi maka
pandangan seperti ini akan membentuk konsep mengenal hak anak
untuk dilindungi dari berbagal pekerjaan yang berdampak buruk bagl
perkembangan, kesehatan dan moral anak, atae yang membahayakan
keselamatannya, Dimula telah divrailan batva pandangan masyarakat
terhadap anak dipengaruhi oleh berbagal faktor dan bisa berubah dard
waktu ke waktu Demikianiah mabka konsep mengenai hak anak juga
mengalami perubahan dan perkembangan®,

Pada jaman dahulu anak tidak dianggap sebagai subyelk, melainkan
hanya sebagai obyek milik oratgtua semata. Oleh karena itu masyaraloat
pada jaman itu mentolerir dan menganggap biasa jika orangtua menjual,
menganiaya, ataupun membunub anaknya. Anak tidak lebih statusnya
daripadd seorang budak, dan konon yang paling menderita adalah
anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, Pada awal kelahiran
Negara Kebangsaan modern seperti yang kita kenal saat ini, dimana
mulal diperkenalkan adanya sistemn hukum nasional yang tunggal, sistem
hukum nasional jugs masih belum mengakui anak sebagai suaty subyek
hukum yang mandiri. Bahkan di Perancis, yang notabeéne merupakan
tempat ketahiran Negara Kebangsaan madern, baru pada tahun 1945 atan
sekitar satu-setengah abad setelah Perancis memperlenalkan Negara
Kebangsaan, hulum perdatanya yang memberikan kewenangan penuh
kepada ayah untuk memenjarakon anaknya (dibawah 21 tahun) mulai
direvisi.

1 Fagal 1 ayag 017 Undang-Undang Mo 23 Tahun 2007 Testsng rHodungan Anak

* Lembaga PerdindunganAnik Jawa Thoor dan UNICEE TOR Lok kars & Pefasthvin bagi
LB, 15M Lokal dan Ponpes tentang Prekercii Anak di Sokr Berbahay dain Sigwa Rawan
(W) Masalah dan Upaya Paopngaoannys, diselenggarakan 4i Malang 25-27 Mei 2000,
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Kita ketahul pula, babwa hingga saat inipun kewenangan publik
untik melakukan Intervensi dan melindungl anak yang dianiaya (gbuse)
alel orangteanya di Indonesia masih belum tegas diatur datan KUHP
maupun didalam perundangan nasional lainnya, Dengan kata lain, belum
ada penetapan standar yang berkekuatan hukum yang pasti untuk
memberikan ganjaran pidana bagi orangtua yang menganiaya anak, atau
untuk mencabut hak perwalian orangtua atas anak, setidaknya didalam
ErfrCErTen =iy

Datam deklarasi PEB kahun 1959, PER mengeluarkan permyataan
mengenal halk anak. Ini meropakan Deklarasi Internastonal keduanya. Ada
10 hal yang harus diperhatikan:

1) Adak harus dibesarlan oleh Kedua orang tuanys dan orang
dewaza.
21 Anak harus diberi makan sesual kebutuhannya
3] Kesehatan dan perkembangan anak harus dl utamakan
4} Anak harus dapat tempat bernaungyanglayak.
5} Anak harus mendapat sedilatnya pendidikan dasar
) Amak harus berkembangagarmenikmati kehidupan
7) Anakharus menerima petatiian dan pendidilkan sesual bakatdan
kemampuannya
8] Anak harus diberilan kesempatan berpendapat
9} Anak harus mudah memperoleh akses pelayanan yangmendasar
107 Anak harus mendapatkan untuk mengetabui informast dan
dilindungi hak dan minatnya.®
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Momor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Buruh Anak pada Pasal
1, menyatakan bahwa Buruh-anak sdalah anak yang mefakukan semua
jenis Burvhan yang membahayakan keschatan dan menghambat proses
belajar serta tumbuh kembang ayat selanjutnya menyatakan bahwa

Penanggulangan Buruh Anak adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan
untuk menghapus, mengurangl dan melindungi Buruh anak berusia 15

¢ Apeing Herflm Mengakomodie Hok Anak doiam KUHP Lembags: Mfvokas! dan
Pembardaraan Anak [LAPA] Paper ELSAM.
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tahun ke bawah agar terhindar darl pengaroh buruk pelkeriaan berat dan
herbahaya.’

2. Penetapan Standar Internasional dibidang Hak Analk

Pengtapan standar bisa dilalukan di nngkar nasional dalam wilayah
suaty negara, Mamon bisa juga dilalukan ditingkst internasional
melibatkan beberapa atau semua negara di dunla”. Dalam konteks ini,
penetapan standar pertama di bidang hak anak dilakukan oleh Organisas
Buruh Internasional (1LG), Segera zetelah pendiriannya pada tahun 1919,
ILO membuat Konvensi yang menetapkan batas usta minkmum bagi anak
untuk dipekerjaankan. Konvensi 1LO tersabut, lmrena mandat organisasi
yang memang terbatas di bidang perburuban, cakupannya jugs terbatas
hamya pada hak anak atas perlindungan dart eksploitasi ebonomi.

Republik Indonesia memang belum: diprokamasikan pada walktu
itu. Namun zebagal jajahan Belanda; hukum Belanda diberiakukan
di Indonesia pada masa ftu. Dalam kaitan ini, cokup menarik untk
berspekulas] tentang kaitan antiara Konvensi |LO tahun 1919 dengan
Staatshlad {Lembaran Negara pada jaman pemerintahan kolonial Belanda)
tahun 1925 yang meneragﬁlmn batas umur minimum tertentu sebelum
anak boleh diBuruhkan yang diberfakukan di Indonesia, dan yang belum
dicabist hingga saat ini. Lima tahun setelah Konvensi ILO 1919 tersebut,
yakni pada tahun 1924, organisasi internasional yang ada pada waktu itu,
Liga Bangsa Bangsa, mencanangkan Deklarasi Hak Anak Berbeda dengan
Korvensi 110, Deklarast inl menetapkan standar-standar internasional
mengenal apa vang dianggap sebagal hak anak dengan cakupan yang leblh
luas dari sekedar melindungi anak dari eksploitasi ekonoml, namun juga
masih cubup terbatas sesual perkembangan pada masa oy

Pada tahun 1948, beberapa waktu setelah Ligs Bangsa Bangsa
bubar, arganisasi internasional yang baru, Perserikatan Bangsa Bangsa,
mencananghkan Deklarasi Universal Mak Asasi Manusia, (Patut kita catat
bahwa pada tahun 1948 negara Republil Indonesia sudah lahir). Dalam
Deklarasi tersebut dinyataban bahwa anak, mempunyal hak untuk

" Lilwat Pasal 1 Beputusan Monter! Delam Negeri dan Owonomi Daerab Nomor 5 Tahan
2001 Terntang Penongpulangan Birdh Anak

* Sawve the Childnen, IV Convention on the Rights of the Child, (An Internationad Save the
Chifdres Alllznce Tratning Kit, 1997) hm. 92
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dilindungf®. Selanjutnya pada tahun 1959, PBE seolah menegaskan apa
yang telah dilakukan oleh Liga Bangsa Bangsa, kembali mencanangkan
Dellarasi Hak Anak. Dekiarasi ini merupakan deklarasi internasional
kedua dan tentu saja calrpannya menjadi agakc lebib luas {ika dibandingkan
dengan Deklarasi pertama oleh Liga Bangsa Bangsa yang dicanangkan
tahun 1924 Berbeda dengan Konvensi, Deklarasl merupakan suatu
penetapan standar yang hanya mengikat secara moral mamun tidak
mengikat secara yuridis, Jadi, Deklarasi Internasional tentang Hak Anak,
batk yang pertama (19248) maupun yang kedua (1959) tidak mengikat
speara hukum, Pada tahun 1989, Majeltz Umum PBB menerima dengan
suara bulat nasksh akhir Kopvensi Halk Anak; yang kemudian berlaku
sebagai hukum internasional pada tahun beriiartnya, 1990

Banyak perkembangan menyangkut konsep mengenai hak anak
yang terjadi sejak dicanangkannya Deklarasi Hak Anak Il {1959]) hingga
disetujuinya naskah. Komvensi Hak Anak oleh Majelis. Umum PEB
(1989). Beberapa perkembangan yang bisa disebutkan antara lain ialah
diberiakukannya Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1976). Didalam kedua
instrumen internasional tersehut kongep mengenal hak anak mengalami
perkembangan cukup pesat. Tambahan fagi, selama kurun tersebut masih
atda kanyak instrumen internasional lain menyanghut hak asasi manusia,
vang langsung maupun tidak langsung membawa dampak pula bagi
perkembangan konsep tentang hak anak. Singkatnys, Konsep tentang hak
amaleyang tercakup dalam Konvensi Hak Anak jauh lebih luas dibandinghkan
dengan yang tercakup dalam Deklarasi Hak Anak yang dicanangkan pada
periode sebeluminya.

3. Buruh Anak dalam Kerangka Hak asasi Manusia Internasional

Dalam kategorisasi hak asasi manusia (HAM), hak buruh secara
umum dipahami mempunyal 2 (dua) makna. Dalam arti luas hak buruh
meliputi serangkaian hak buruh yang tercakup dalam International BH
of Rights termasuk dalam Kovenan Hak-Hak Ekonoml, Sosial, dan Budaya
dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Sedangkan dalam arti sempit,
terkadang ditujukan sehagal had membentuk serikat Buruh fanion rights}

* lan Brovendie {ed ). Baxic Gocuments on N Rights {third edion ). (Crdord Wniversicy
Press 1992% him 32
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dengan fokus perhatian pada hak buruh secara universal untuk secara
kolektif bersuara memperjuangkan kondisi vang layak di mana mereks
bekera® Wovenan Halk-Hak Sipil dan Politik menekankan pengatiran
pada dimensi kebebasan berorganisas), kerja paksa, Buruh anak dan non
diskriminasi. Sedangkan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
menitikberatkan pada pengaturan yang menjamin upah vang layak, jam
kerfa, dan keselamatan dan kesehatan kerja, dan non-diskriminasi
Perlindungan anak darl tindakan yang eksploitatif secara eksplisit
diatur datam Pasal 10 ayat (3] Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sesial, dan
Budaya. Pasal ini menyatakan bahwa negara berkewajiban antuk:

1. Melindungi anak-anak dan remaja dari ekspioitasi ekonomi dan
snslal;

2. Memberikan sanks: hukum apabila mempekenaankan anak-anak
dan remafa yang mengakibatkan kerugian moral atau kesehatan,
atau  yang membahayalan  kehidupan dan  menghambat
perkembangan mereka;

3. Menetapkan batas ity anak vang dipekerjaanikan, melarang,
dan memhberikan sanksi hukam apabila memBuruhkan anak di
bawah umir dengan imbalan,

Hetentuan Pasal 10 ayat {3) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budava ditegaskan kemball dan dislaborasi lebih jauh dalam KHA K114
sebagal instrumen Internasional HAM Internasional utama, yang secara
spesifik menempatkan anak sebagai subyek hak-hak asas anak. mengatur
perlindungan  anak-anak dari situasi dan kondisi yang berpotensi
mengeksploitasi dirinya. Fasal 32 ayat (11 KHA menyatakan bahwa:

Megara mengakul hak anak untuk dilindungt dari eksploitasi ekonomi
dan dari melakukan setiap Buruhan yang mungkin berbahaya atau
menggangey pendidikan si anak, atau membabayakan kesehatan si anak
atau péngembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya. Pasal ini
diperkuat kembali melalui-ayat (2) vang menetapkan kewajiban negara

" Rery |. Adams, terjemalban Adekar Ahsinin, Febor % Hircat Hights: A Review of the
N tre crd Emm.r af fore Lahar Righes ag Himen Rights, Timan Rights & Bueman Welfase,
winrlting paper no. 36, Denwer Univervity, 2006

 Jonathan Rosenblum, terjemahan Adzlor Ahsinin, Monitring Lobor Righee3 Resaarce
Myl for NGO, HITRIDOCS, Verson:, Switeerland, 2005
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untuk mengambil mengambil langkah-langkah legislatif, administratif,
sosial dan pendidikan untuk menjamin perlindungan tersebut.”

Terkait dengan implementasi kewajiban negara untule mengambil
langkah-tangkah legislatitif maka terdapat 2 (dua) prinsip KHA yang
haris dijadikan landasan bagt perumusan ketentuan hukum nasional,
yaitu prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Prinsip non diskriminasi diatur dalam Pasal 2 KHA yang menyatakan
bahwa: “Negira tidak akan melakukan diskriminasi berdasarkan  ras,
warna kullt, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat
lain, kewarganegaraan, einis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat,
kelahiran atau status yang lain darl anak atau orang tua anak atau wall
hukum anak” "

Pringip ini semestingn menjadi  semangat dalam negara
mengimplementasikan kewajiban Pasal 32 KHA dalam pembangunan
sistem halom nasionalnya karena pada kenyataanya mayoritas anak-anak
vang tereksploitasi melalui pekerjaannya berasal darl pendudul miskin,
stnls minoritis, imigran tidak berdokumen atau kelompok anak yang
lurang beruntung lainnya, seperti anak perempuan. Kedua, prinsip yang
juga signifikan menjadi landasan pembangunan sistem hukum pasional
yang ditujukan untuk menghapus buruh anak adalah prinsip kepentingan
verbaik bagi-anak Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 KHA yang menyatakan
bahwa: “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakulan oleh
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pegara atau swasta, pengadilan
huleurn, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-
kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama® '

Semangat prinsip inl semestinya tercermin  pada  peraturan
perundang-undangan yang akan diromuskan  melarang  anak-anak
melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan pendidikannya atau
perkembangannya dan menentukan usia minimum anak diperbolehkan
bEk'Eljﬂ.”

1 sa] 3Zaval [’.l}l Rommemnzd ak .Fl.rlr.lli;

W fagal 2 Kornvens! Hak Asak

 Pagal 3 Kervensi Hak Anak

B Marmn Sants Pais The Qiession of Ol Labowr i A Child - Rights | Perspekaive,
Internationdl Conferenoe on Chitd Eahoor, (s, October 1997,
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Terkalt dengan perlindungan anak dari eksploitast, Burn H. Weston
mendefinisikan Buruh anak sebagal suaty pekerfaan yang ditakulan oleh
seorang anak vang membahayakan dirinya karena pekerjaan tersebut
kasar, eksploitatif, berbahaya, atau situasi kain vang bertentangan dengan
kepentingan terbaiknya

Sementara ILO mendefinisikan Burith anak sebagai: Aktivitas yang
bernilal ekonomis yang dilakukan oleh anak dengan perkecualian anak
tersebut telah berusiadi atas 12 tahun yang melakukan pekerjaan ringan
dan dilakukan hanya beberapa jam setiap minggunya dan anak yang telah
berusia diatas 15 tabun yang melakukan pekerjaan yang diklasifikasikan
bukan Buruhan berbahaya. '

Mengacu pada definisi ini maka permasalahan Buruh anak merupakan
permasalahan HAM apabila pekeriann yang dilakukan oleh anak tersebut:
(i} Pekerjaan tersebut membahayakan dirinya () yang melakukan
anak di bawah usia yang diffinlcan bekerja; dan (iii) Pekerfaan tersebut
bertentangan dengan kepentingan terbaik analke

Dalam diskusi tematik Komite Hak Anak yang ditujukan untuk
membahas sksploltasi ekonomi terhadap anal, Komite mengidentifikasi
aktivitas-aktivitas yang oleh hukum harus dilacang, melput):"

1L Aktivitas-aktivitas  yang membahayakan perkembangan anak
atau bertentangan dengan martabat anak:

2. Akrivitas-aktivitas yang dikategorikan  kejam, tidak manusiawi
atau merendabkan martabat manusia, perdagangan anak atao
setiap bentuk penghambaan;

3. Aktivitas-aktivitas vang membahayakan pendidikan anak atau
merusak kesehatan anak;

4. Aktivitas yang mendiskriminast khususnya kelompok yang
rentan dan termarjinal;

5. Aktiviras-akrivitas yvang dilakulon analcanak dif bawah umuor
sesuzl dengan batas usia minimum anak bekerja yang ditetapkan
KHA dan standar 1LO;

" Burns: W Weston & M B Teesink, Chikl Labaur Throught o Hong R Gl
Arigely (Human Rights el hamin Welbare - Warking Paper noc35, October 2006), 2006
" Marts Santes Paly opeit
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6, Aktivitas-aktivitas yang mempergunakan anak dalam tindakin
leriminal termasuk perdagangan narkotila

Kemudiin Instrumen Hubum HAM [nterpasional utama yang
mengatur hiak-hak Buruh antara lain:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan, terkait dengan isu sebagal berikut: kesetaraan bagl
perempuan untuk memilih Burehan fequoility in employment
and free cholce of employment and profession) Pasal 11; dan
pemberantasan segala bentuk perdagangan perempuan dan
elisploitasi (suppression of all forms of trafficking in wemen and
the explottation of prosttution of women] Pasal §;

2. Konvensi Menentang Penyikssan dan Perlakuan atau
Penphukuman  Lain yang  Kejam, Tidak Manusiawi, dan
Merendahkan Martabat Manusin, terkait dengan tindakan-
tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan
martabat manusia, seperti perdagangan terhadap anak dan
perempuan, dan penghambaan,

Sebangun dengan konstrulest di atas, 100 sebagai salah satu badan
dari sistem PBR yang mempunyal mandat melindungf Buruh," membuat
nstrumen Hukum HAM Internasional vang memilili ruang Hnghupspesifik
mengatur hak-hak Buruh, yakni standar Burch internasional (international
lakour standards}™ Dalam upaya penghapusan Buruh anak sebelum
berlaku KHA, permasatahan Buruh anak oleh (LD belum diatur secara
khusus, L0 hanya melakukan kodifikas! hak-hak Buruh sesual dengan
perspektif radisionalnya yaknl untuk memajukan dan melindungi hak-

" Mandat inl terbaca pada Peranjtan Versallies pada 1919 sehagal peranflan yang
mendagar] pembentukdn IL0, Talam perjanjian tersebat dinyatakan bahwa kineliai
piarn pekerfa masih banyzk yang mengalami ketidakadilan, menderita, dan  kelurangan,
kombisl inl dapst memimbuiian geiolae ying dapst  mepgancim keharmonican dan
Rilzmaian dunia.

1% Srandar pekaria imrermasional adatah ndtramen bl yang disusun aleh konstinien
10 yakind pamerintaby pengusaha, dan pelerii untul. menstapisn prinsip dasar dan hak-
lak pekerfa Instriamen inb toediel dari fonvensi vang mempunyal kelustan mengikst
gevara hubum (Tegelly binding) apabiils diratifikasi olsh negara anggots atau relomendis
vang fanya menfadi petunjuk Hdik mengdon secars hulwry famn-hinding guideiinez]
Lihat ILO, Rules of The Gamel A bricfintroduction to Intsrnational Labour Seandards, 1LD,
‘Switzerland, 2005
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hak buruh secarz general, seperti memajukan kebebasan berorganisasi,
memastikan kondisi kerja dan upah yang layak, mencegah diskriminasi,
dan membatasl aktivitas yang membabayakan burvh. Hal ini nampak
dalam kerentuan-ketentuan  Konvensi ILD vang belum menggunakan
terminologl hak ‘anak, seperti! (i} Konvensi 1L0 No. 29 mengenal Kerja
Paksa dan Waijib Kerja (Forced or Compulsory Labor); (i) Konvensi (LD
Mo, 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa fAbalition of Forced Labour)
¢ dan (i) Kenvensi L0 No. 138 mengenai Usia Minimum yang Diijinkan
untuk Bekeria (Minfmum Age for Admission to Empleyment], ™

Setelah berlaku KHA, ILO secara khusus mengeluarkan instrumen
standar buruh internasional yvang khusus melindungi analeanak dari
Buruhan  yang membahayakan dirinya: Pada 1999 1LO menetapkan
Kormvensi 1RO Nomor 182 tentang Larangan dan Penghapusan Segera
Bentik-Bentuk pekerjaan Terburuk bagh Anak (Prohibition and immediate
Elirtination of the Worst Forms of Child Labour). Dalam perspektf sejarah
HAM, Konvensi ILO Nomor 182 Inl merupakan kombinasi HAM generasi
pertama yakni hak sipil dan hal politik karena mengatur hak seseorang
atas- keamanan untul tidak tereksplotasi menjadl korban perdagangan
prang untuk tujuan seksual komersial® Jika dilihar dari tojuannya unbuk
melarang anak-anak bekerja pada kondisi yang membahayakan karena
racun atau substansi yang dapat merusak kesehatan anak maka dapat
diartikan sebagal hak atas kesehatan, Hak inl termasuk hak generasi
kedua yaitu hak-hak ekonomil; sosial, dan budaya Kemudian dilihat dari
konteks evolusl masyarakat industri modern, maka penghapusan bentuk
pekerjaan tarburuk bagi anak termasuk hak gensrasi ketiga, yaitu hak
solidaritas seperti hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, dan hak
atas lingkungan yang sehat.™

Buruh anak dalam perspektif KHA dikategorikan sebagai anak-anak
yang membutuhkan perlindungan lkhusus [children in need of spécial
protection/CNSP). Perlindungan khusus tersebut dalam konteks anak-
anak yang teérlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk melahu
upaya penghapusan sampal batis maksimal yaitu anak-anak sama sekali

= Burms . Weston & Mark 35 Teerink; op. o

*HHal inl dimpatakan dalam Pasal 25 DUHAM dan Pasal 8 Koveran Wak-Hak Sigdl dan
Palitik

= Burns M Woston & Mark B Teerlnk, dp. ol
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tidak boleh bekeria pada kondlsi tersebut [zero growth |, Dengan demilkian,
dalam kerangka perlindungan terhadap Buruh anak, instrumen hubum
yang dikeluarkan [LO bergifat: (1) pencegahan agar anak tidak bekerja
pada usia terlalu dini; dan (M) larangan  bagi anak-anak untuk terlibat
dalam pekerjaan yang membakayakan. Dalam hal inl, terdapat 2 (dua)
instrumen vang mengstur permasalaban tersebut, yaknl (1] Kenvensi [LO
Ne. 138 tentang Usia Minimum Bekerja (Minimum Age Convention, 1973]
dan (ii) Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Buruban Terburuk
bagl Anak {Worst Formg of Child Labour Convention, 1992},

Konvensi [LO No. 182 ini merupakan salah satu Konvensi Fundamental
yang identifikasi Badan Pengatur (Governing Body) 1L0 yang menetapkan
8 {delapan) Konvensl 1LO vang dijadikan sebagal prinsip-prinsip dasar
dan Hak-Hak Buruh, yang mencakup: {1} kebebasan untuk berorganisasi
dan penpakuan secara efelktif hak untuk berunding secara kolektf; (i)
penghapusan segala bentuk kerja dan wajib kerfa; (§if) pengurangan
sorara efeltif Buruh anak; dan (iv] penghapusan diskriminasi dalam
pekerfaan dan posisi kerja™

Sementara  menurut  Antl-Slavery Intermasional, bentuk-bentuk
pekerjaan tarburuk bagl anak termasik salah satu bentuk perbudakan
anak modern [modern child slovery) Ant-Slavery Internasional
mengidentifikasi 7 (tujuh) bentuk perbudakan modern anak yaitu: (i)
Buruh yang terjebak utang (bonded labour); (i) kerja paks=a (forced
labour); (Hii); bentuk-hentuk pekerjaan terburuk bagl anak fworst forms
of child labour); {iv] eksploitasl seksual komersial anak (comerciol
sexsual exploitation of chifdrenj; (v) perdagangan anak [trafficking]; {vi)
pernikahan dinl dan pernikahan paksa fearly and forced marviage); dan
perbudakan tradisional (troditional shevery].** Di samping it terdapat
satu bentuk perbudakan anak modern, yatm penghambaan domestik
{domestic servitude]. Penghambaan domestik i ditunjukkan dengan
fenomena Pekerja rumah tangga (PRT) yang didominasi dilakulkan aleh
anak perempuan dan perempuan.®

* Prinsip-prinsip ini jugs ereaup dalam Deldamsi 110 mengeand Prinsip Fundamental
dan Hak-Halk Dazar Pekeris di Tempat Kerja [JIL0% Decloration an Fundemental Principhes
wmd Rigphits af Work] pada 1958,

I Ryl Witwen, Child Stavery: Child Lobonr Module Serfés, The Ul Center for-Human
Rights, The University of lows, 2004
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€. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Buruh Anak

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilsi-nilai vang baik
atdalah menyangkut penyerasian antara nilal dengan kaidah serta dengan
perilakn nyata manusia®™, Sedangkan pengertian sistem  penegalan
hukum menurut Soerjono Soekanto® adalah : ... keglatan menyerasikan
hubungan nilai-nital yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-
pandangan menifal yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak
sebagsi rangkaian penjabaran nilal tahap akhin untuk menclptakan
(sebagai secinl engineering]), memelihar dan mempertahanian (sebagai
sacial control) kedamalan pergaulan hidup®

Di sisi lain dalam penegalan hukum diperlukan pula adanya unsur
moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hulum ini yang
tenentukin suaty keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan
hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum, Aspek moral
dan etika dalam penegakan hukam pidana menurut Muladi merupakan
suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem
peradiian pidatia. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharasnya
merupakan proses penemuan fakta, yang sidak memihak fimpargio/) dan
penub dengan resolust-atau pemecahan masalah yang harus dilalaukan
secara adil dan parmt®®,

Masalah penegakan hukum meropalkan masalah yang tidak pernah
berhenti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegalan hukum mempurnyai
kunotasi menegakan, melaksanokan, ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku dalam masyarakat, schingga dalam konoteks yang Jebih luas
penggakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep
abstrak yang menjadi kenyataan, Pada proges tersebut hukum tidak
mandiri artinys ada Ektor-fakor lain yang erat hubungannya dengan
proses penegalan hukum, yang harus diikutsertakan yaity masyarakat
dan aparat penegalk hukum: Untuk ita hukum tidak lebih hanya ide-ide
atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnyva apa vang disebut
keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang tertuanglan dalam bentuk

¥ Siswainto Sunarsg, Penegakan hukum Pokotropib (Delem Sajizn Sustofain Mk}
[{almrsa : FE Grafinde Persacla, 20004 hime 7071, _

¥ Soerjong Soekantn, Penegakan Hilum (Bandung : BPRN-Binacipta, 1983) him, 13,

* Muladl, Aspek Morn! dan Enke dufom Penegekon Hukam Pidana. Makslah Seminar
dan lakernas Forlaphl dif Crowne Plaza Hotel, Jakarm Tanggal 27-29 Mei 2002 hlmn 1-4.
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peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan
hukum, Mamun demikian tidak berart) pula peraturan-peraturan hukum
yang berlaky diartikan telah lenghap dan sempurna melainkan suatu
keranghka yangmasih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan
tujuan hokum tersebut, sangat ditentulan dari profesionalisme aparcat
penegak hubum yang meliputi kemiampuan dan keterampilan baik dalam
menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.
Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undang
saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain,**

1. Faktor perundang-undangan {Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegalan huloam di lapangan seringlali
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini
dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak
sedanghan kepastian hulum merupalan prosedur yang ditentukan secars
normatif Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan
yang tidak sepenubnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang
dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatmya penyelenggaraan
hukum bukan hanya mencakup few enforcement saja, akan tetapi juga
peace mainterance, karena nilal-nilal dan kaidah-kaidah serta pola
perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapal kedamaian,

2. Faktor penegak hukum

Salat salu kunel dar kéebérhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas stau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam
kerangka penegakan hukum dan implementasi penegalan hukum, bahwa
penegakan hulom keadilan tanpa kehenaran adalah suatu kebejatan.,
Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan, Dalam
rangka penegakan hukum oleh setlap lembaga penegak hukurn, keadilan
dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus
diaktuatisasikan,

3. Faktor sarana dan [asilitas yang menduloung
Sarana ‘dan fasilitas vang mendukung mepcakup tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

= sperjono Soekapto, O GE Bim. 8
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memadal, kesangan yang culkup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadal,
penegakan hukom tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan
hukum tidak munghin menjitlankan peransnnya sebagalmana mestinga,

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyal pengaruh yang kuat terbiadap pelaksanaan
penegak hubum: Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapal dalam masyarakat, Bagaian penting dalam
menentukan penegak hulum adalah kesadaran hukum masyaralkat,
Semakin tinggt hesadaran hukum masyvarakat maka akan semakin
memunghinkan penegakan hukum yang baik Sebaliknya semakin
rendah tingkat kesadaran masvarakat, malka alan semakin sukar untuk
melaksanakan penegakan hulmm yang baik

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hulam tertulis [perundang-undangan) harus mencerminkan
nilal-nilal yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,
semakin banvak penyesuainn antara peraturan perundang-undangan
dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahiah dalam
menegakannya, Sebaliknya, apabila peraturan perundang-andangan tidak
sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semmakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum
tersebut,

Dalam  formudasi yang lebih sederhana, teorl vang berkaitan
dengan faktor-faktor yang mempangaruhi penegakan hukum vang akan
diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pendapat Soejono Soekanto,
ada lima faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum.
Kelima faktor tersebut adalah

a Faktor hukurmmnya sendir,

b. Faktor penegak hulum, yaknl pihak-pihak vang berbentuk
maupun meneraphkan hukum, iy

¢. Faktor sarana atau fasilitas yang mendubung penegakan hukum

d. Faktor masyvarakat, yakni linglungan dimana hulum tersebut
beriaku datau diterapkan.
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e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta din rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup®.

Perindungan Anak adalah adalah segala kegistan untuk menjaimin
dan melindungl anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesual denganharkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi''.

Hubum adatah jaminan bagi kegiatan perlindungan anak Arif
Gosita mengemukakan hahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan keglatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan
yang membawa akibat negatil yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan
perlindungan anak.™

Buruh anak adalah anak yang melakulan semia jenis pekerjaan yang
membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh
kembang ayat selanjutnyamenyatalanbahwa Penanggulangan buruhanak
adalah suatu keglatan yang dikiksanakan untuk menghapus, mengurangt
dan melindungl buruh anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar
darl pengarub buruk pelerjaan berat dan berbahaya™. Kerja adalah
perbuatan melakukan suatu kegiatan yang bertujian untuk mendapatian
hasil naflah™, Hulum Pidana adalah Hukum pidana menipakan hukum
publil, hal ini berarti bahwa hulum pidana ity mengatur hubungan
antara Individu dengan masyarakat atau dengan negara. Hubungan yang
kedudiukannya bersifat subordinasi®

Perlindungan Anak menorut Pasal 1 ayat (2] Undang-Undang
Republik Indomesta Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
adalah segala keglatan untuk menfamin dan melindungi anak dan hak-
halenya agar dapat hidup, tumbuh, Berkembang, dan berpartisipasi secara

¥ Snelono Sorkant, Futor-fikoor yang Mempengoruhl Penegalan Hukun, (1akamm :
PT. Aaja Geafindo Feruads, 1993} Op it him. 5

" pagsl 1 avat (2) Undanp-Undang Republik Indbonecia Nomor 23 Tahion 2042 tentang
Perlindungan Anak

1 Nrif Gosles, Masalnh Perttndungan Anak, (lakarta: Alademi Presinda, (989) hlm. 19;

I Paxal 1 Keputusan Menter Dilant Neger dan Dtontemi Daerah Nomor 5 Tabun 2401
Tentang Penappeslsngan Pokiena Anak

W Wimisa, Kamos Longeap Babass Indonedia, [Surabsya : Kartika, . 1997] him-3 10

= satochid Kartanegara, Hukwm Pidano Fueempatan Kok, [Salal Lekiur Mahasiswa,
19494 hink 9
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optimal sesual dengan harkat dan martabat kemanusisan, serta mendapat
perfindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak ini berasaskan
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak
Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik |ndanesia Nomar 23 Tahun
2002 yang meliputi:

Mon-disloriminast

Kepentingan yang terbaik bagi anak
Hak untuk hidup, kelangsungan bidup, dan perkembangan
‘Penghargaan terhadap pendapat anak

AN g oM

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnys menyanghkut langsung
pengaturan  dalam  peraturan  peérundang-undangan. Kebijaksanaan,
usaha dan kegiatan menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak
anak, pertama-tama didasarkan atas pertdmbangan bahwa anak-anak
merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karenaadanya
golongan anak-anak yang mengalanu hambatan dalam pertumbuhan dan
perkembangannya, balk rohani, jasmani maupun sosial,

Perlindungan  anak: bermanfast bagi anak dan orang tua serta
pemerintah, makakoordinasi kerjasama perlindungan anak perludiadakan
dalam rangka mencegah ketidakselimbangan kegiatan perlindungan anal
secara keseluruhan™ Sehubungan dengan hal ini Abdul Hakim Garuda
Nusantara, mengatakan “Masalah perfindungan hukumn bagi anak-anak
merupakan satu sist pendelatan untuk melindungi anak-anak indonesia.
Masalahnyas tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu
pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya™ "

Selanjutnya kewajiban dan tanggungiawab Negara dan Pemerintah
dalam wsaha perlindungan anak diatur dalam Undﬁng—l.lndnng Ne. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu

" Maidin Gislom, Aspek Fukum Smeatsmn Kelehiran Dalom B Pecindungan Angk
pudde Kantor Gatatan Sipil Ketaansdye Medan, {Medan : Program Pescasarfana 151, 19497)
hlae. 53

" Abdul Hakim Garuda Nusantars, Prospek Perlmdungan Anck, (lakarta © Malkalah,
Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1908), him, 22
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1. Pasal21Undang-UndangNo, 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak “Menghormatt dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa
membedalkan suku, agama, ras, golongan, jenis lelamin, etnilk,
budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak
dan kondist fsik dan fatau mental”

2. Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan
Anak:

“Memberikan  dukungan  swana  dan pravarang  dalam
penyelenggaraan periindungan anak.”

3. Pugal23Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anank "Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan
anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali
atay orang lain yang secara umum bertanggungiawab terhadap
anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”

4 Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak “Menjamin anak untuk mempergunakan
haknya dalam menyampaikan pendapat sesual dengan usia dan
tinghat kecerdasan anak”

Tanggungiawab perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang
baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal
20 Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua
berkewsajiban dan  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan
perlindungan anak’

Berdasarkan perumusan Prayuana Pusat tentang perllndungan anak

yaitu ;

1) Sepala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan  penamanan,  penguasaan,  pemenuhan
kesejahteraan fisik, mentsl, dan sosial anak dan remaja yang
sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya,

2} Segala daya upayva bermna yang dilakukan secara sadar oleh
perorangan, keluarga, masyarakat, badab-badab pemerintah
dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenulan
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kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun,
tidale dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan

kepentingannnya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal
mungkin™

Adapun dasar pelaksamaan perlindungan anak adalah :

1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegintan dalam berbagai bidang
kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa,
zerta dasar filogofis pelaksanaan perlindungan anak.

4} Dasar Eris; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan
etika profesi yang berkaltan, untuk mencegah perflaku dalam
pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam
pelaksanaan perfindungan anak.

3} Dasar Yoridis; pelabsanaan perlindungan anak harus didasarkan
pada Undang Undang Dasar 1945 dan berbagal peraturan
perundang-undangan lalnnya yang berlaku. Penerapan dasar
yuridis inl harus secara integratif, yaite penerapan terpadu
menyanghut peraturan  perundang-undangan dari  berbagai
bidang hukum yang berkaitan *

Mengenal masalah Perlindungan hukum pidana terhadap buruh
anak diatur dalam Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yaitu Pasal BR yang disebutlan bahwa setiap orung
yang mengeksploitasi ekonomi atau seksial anak dengan maksud untuk
menguntunghan dirl sendirl atau orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 [sepuluh) tahun dan/atan denda paling banyak
Hp 200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah}® Sedangkan datam Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenapakerpaan dalsm Pasal 68
bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak !

* Trmna Setyownti, Aspek Hulum Perlindunjian Anik, [Jakerta: Bimi Aksara, 1990)
hlm. 14

* Arif Gosita, Aspek Hulm Perfindurgan Anek dan, Komvensi Hole-kak Arak Bra
Hukum, furnal llmish o Huokm, Mo 47TV Apell 1999, (Takarta - Faadltas Hulam
Tarurmisegars, 1999 hlm, 284265

' Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tenting Perlindungan Anak

1 Pazal 68 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerizan
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Pengecualian terhadap Pasal 68 ada pada Pasal 69 ayat (1) Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak
yang berumur antara 13 {tiga belas) tahun sampal dengan 15 (lima belas)
tahun untuk melakukan Burvhan ringan sepanjang tidak mengganggu
perkembangan dan kesehatan Aslle mental, dan sosial.

Ketentuan pldana terhadap pelanggaran Pasal 68 tersebut diatur
dalam Pasal 185 ayat (1] Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeriaan, sebagalmana herbunyi, Barang siapa melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal B0, Pasal 82, Pasal 90 ayat [1), Pasal 143,
dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat {7), dikenakan sanksi pidana penfara
paling singkat 1 {satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 400.000.000,00 ayar (2) juga menyshutkan. bahwa tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan®

D. Penutup

Perlindungan terhadap anak harus diupayakan oleh setiap anggota
masyarakat dan setiap warga negara fkut bertanggungiawab terhadap
ditaksanakannya perlindungan anak deml kesejahteraan anak Karena
kesejahteraan anak mempunyal pengaruh positif terhadap orangtua,
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Bentuk perlindungan
hukum pidana terhadap buruh anak dalam hal ini lebih banyak kearah
pencegahan (prevention) yang terbagi ke dalam 2 (dua) hal pokok yaitu
pencegahan yang dilakukan agar anak tidak menjadi kerban dari kejahatan
dan pelanggaran tindak pidana melalul proses penyidikan dan penuntutan
yang berzahabat dengan anak dan vang kédua adalah mencegah anak
untuk memberikan arahan kepedolian terhadap permasalaban anak
preventive action dilakulan oleh keluarga, sekolah, institust keagamaan,
masyarakat pada umumnya, serta pihak kepolisian melalui peningkatan
kepedulian terhadap permasalahan anak.

 fusal 185 ayat {1) Undang-Undang No' L Taduen 2003 tentang Ketenagakerjaan
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Perlunya dilakukan perfindungan hukum pidana  dikarenakan
kualifikasi restko keselamatan kerfa terhadap anak di bawah umur sebagai
pertimbangan kedudukan anak dengan tanggungjawabnya Pelanggaran
terhadap ketentuan batas usia minimum untuk mempekerfakan buruh
anak di bawah umur akan mengakibatkan burah anak disektor formal
datam pekerjaan tersembunyi sehingga pefuang untuk mndapnt
perlakuan kekerasan maupun ekploitasi ssngar tingel serta pengaruh
buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Maka pertu adanva tindakan tegas
yang membuat efek jera dalam hal ini dipidanakan bagi yang melanggar
ketentian batas usia minimum untuk mempekeriakan buruh anak di
bawah umur tersebut.
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